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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analitis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka 

penulis merumuskan kesimpulan terhadap kasus – kasus kekerasan yang 

dilakukan oleh pelajar sebagai berikut: 

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangulangi tindak 

kekerasan pelajar menempuh 2 (dua) jalur yaitu: 

a. Jalur non penal 

Jalur ini ditempuh jika korban tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan oleh pelajar itu mengalami luka – luka ringan atau 

tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau  meninggal 

dunia. Jalur non penal ini memungkinkan dilakukannya upaya 

damai dari pihak – pihak yang terlibat. Didalam jalur non 

penal ini direalisasikan dengan pembuatan surat perjanjian 

diantara para pihak yang terlibat. Dalam surat perdamaian ini 

pelaku beritikad baik untuk membawa korban ke rumah sakit 

sampai sembuh total, meminta maaf kepada korban atau 

keluarga korban dan akan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya lagi serta pelaku berkewajiban mengganti 

seluruh kerugian yang telah dialami oleh korban tindak pidana 

kekerasan tersebut.  

 



 

 

67 
 

b. Jalur Penal 

Merupakan upaya oleh Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan 

yang dilakukan oleh pelajar denganmenggunakan aturan – 

aturan hukum pidana. Penggunaan jalur penal ini akan 

diberikan kepada pelajar yang melakukan tindak pidana 

kekerasan yang mengakibatkan luka – luka berat, misal patah 

tangan, gegar otak, atau menimbulkan korban jiwa/meninggal 

dunia. Selain itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

menempuh jalur penal, jika kedua belah pihak tidak mencapai 

mufakat untuk berdamai,sehingga pihak kepolisian bisa 

melimpahkan kasus tindak pidana tersebut kepada pihak 

kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan di pengadilan.  

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pihak – pihak kepolisian 

dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh pelajar adalah: 

a. Alamat pelaku tindak kekerasan itu tidak lengkap bahkan 

dipalsukan. 

b. Orang tua pelaku seringkali tidak peduli kepada anaknya yang 

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan mengabaikan 

tanggung jawabnya sebagi orang tua sehingga pihak kepolisian 

mengalami kesulitan dalam melakukan upaya damai. 
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c. Pelaku tindak pidana tidak lagi masuk sekolah atau pindah 

sekolah, sehingga aparat kepolisian sering kali kesulitan untuk 

memperoleh dan menggali keterangan dari pelaku. 

 

B. Saran 

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar/anak setiap tahun 

mengalami peningkatan. Untuk menghindari masa depan dari pelajar tersebut 

sebagai generasi penerus bangsa ini, maka diperlukannya langkah – langkah 

untuk mengatasi permasalahan tersebut yang oleh penulis bagi menjadi 2 

(dua) hal  yakni, langkah preventif dan langkah represif dengan pendekatan 

yang berbeda seperti halnya bila melakukan pendekatan terhadap orang yang 

sudah dewasa.sepertisebagaiberikut: 

1. Langkah preventif adalah diperlukannya pembangunan dalam bidang 

pendidikan terutama pendidikan yang berbasis dengan budi pekerti dan 

moral. Selain menjalin dengan kerjasama dengan institusi pendidikan 

diperlukan pula sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat dan keluarga 

terutama kepada keluarga yamg memiliki anak diusia yang rentan 

terhadap ketidakstabilan emosional yang bisa memicu tindak pidana 

kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Keluarga sebagai pembangun 

karakter anak/pelajar. Orangtua harus mencintai bukan membenci, 

orangtua yang merangkul bukan memusuhi, orangtua yang terbuka 

bukan yang menutup  diri. Langkah preventif yang dilakukan oleh 

Kepolisian Daerah istimewa Yogyakarta meliputi: 
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a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dalam 

pengawasan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh 

pelajar. 

b. Melakukan patroli rutin. 

c. Sosialisasi – sosialisasi ke masyarakat agar melakukan pelaporan 

jika menyaksikan langsung kejadian tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan oleh pelajar. 

2. Langkah represif adalah dimana penyelesaian kasus berdasarkan jalur 

non penal dan penal. Di sini progresifitas aparat kepolisian sangat di 

perlukan dimana sebaiknya diperlukan jalur non penal selalu lebih 

didahulukan. Penulis menyarankan beberapa hal, antara lain: 

a. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus bekerja lebih keras dalam 

melacak keberadaan pelaku agar dapat dimintai keterangan dan 

pertanggungjawaban baik secara penal maupun non penal. 

b.  Orang tua pelaku harus mempunyai kesadaran untuk mendidik anaknya 

dan sekaligus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukan 

oleh anaknya sebagai titipan dari Tuhan. 

c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dengan 

pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat 

dalam tindak pidana kekerasan serta tidak memberikan surat pindah 

sekolah kepada siswanya yang terlibat tindak pidana kekerasan.  
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